GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 207 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PUSAT KRISIS DAN KEGAWATDARURATAN KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

DAERAH SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKCTA JAKARTA,

bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Unit Pelayanan
Ambulans Gawat Darurat menjadi Pusat Krisis dan
Kegawatdaruratan = Kesehatan Daerah yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka
Keputusan Gubernur Nomor 383 Tahun 2012 tentang
Penetapan Ambulans Gawat Darurat 118 sebagai Unit Kerja
Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh, perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Penetapan Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan
Kesehatan Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

Undang-Undang Nomor 29 Talhun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

5. Peraturan Gubernur Nomor . 57 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022

Nomor 71023);
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PUSAT KRISIS DAN
KEGAWATDARURATAN KESEHATAN DAERAH SEBAGAI

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Menetapkan Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan
Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat
menggunakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah
secara langsung dan membiayai operasionalnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU, Pusat Krisis dan
Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah harus:

a. tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan dan aset,
baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah maupun Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;

b. mempekerjakan pegawai Badan Layanan Umum Daerah
sesuai kebutuhan, formasi jabatan dan kemampuan
pendapatan operasional; dan

c. menerapkan tata kelola dan standar pelayanan minimal
yang baik.

Masa transisi atas pendanaan, sarana dan prasarana, serta
dokumen akibat perubahan nomenklatur Unit Pelayanan
Ambulans Gawat Darurat menjadi Pusat Krisis dan
Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah dilakukan paling lambat
sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.



KELIMA . Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan

Gubernur Nomor 383 Tahun 2012 tentang Penetapan
Ambulans Gawat Darurat 118 sebagai Unit Kerja Dinas
Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah secara Penuh, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

KEENAM . Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

—

HERU BUDI HARTONO
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Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

Inspektur Provinsi DKI Jakarta
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

0. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta



